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KASUS PERDIN

Eks Sekwan Kota
Segera Disidang

DENPASAR - Setelah dua bulan lebihmenjalani penahanan,
mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar,
Gusti Rai Suta, segera duduk di kursi pesakitan. Ini menyusul
pelimpahan berkas dari Kejari Denpasar ke PN Denpasar.

Pelimpahan dilakukan Selasa (2/5) siang oleh jaksa bagian
Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Denpasar. Kasipidsus Kejari
Denpasar, Tri Syahru Wira Kosadha, mengungkapkan setelah
berkas dilimpahkan ke pengadilan, pihaknya tinggal menung-
gujadwal sidang. “Berkas sudah lengkap dan kami siap sidang.
Tinggal tunggu jadwal sidang,” ujar Syahru Wira.

Yang menarik, Syahru lungsung turun tangan sebagai Jaksa
Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan nanti. Syahru akan
didampingi jaksa Sauca Arimbawa, Dewa Lanang Arya Raharja,
Dewa Narapati, dan Putu Gede Suriawan. Di dalam persidangan
nanti jaksa akan membuktikan dugaan korupsi dana perjalanan
dinas (perdin) anggota DPRD Denpasar tahun 2013. Sebagai
Sekwan, Rai Suta dianggap paling bertanggung jawab dalam
kasus ini. “Untuk tim jaksa kami juga sudah siap,” tegas Syahru.

Selain Rai Suta, jaksa sudah menyeret mantan Kabag Risalah
Sekretariat DPRD Kota Denpasar 1G Made Patra. Patra yang
menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) da-
lam perdin 2013, menjadi pintu masuk jaksa menyeret Rai Suta.

Dalam persidangan Patra dihukum pidana penjara satu tahun
dan denda Rp 50 juta. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 2,2
miliar. Kerugian tersebut akhirnya ditanggung semua pihak
terlibat perdin, tak terkecuali anggota DPRD Denpasar. (san/dot)
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